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DEPARTEMEN KEHUTANAN. Konversi. Areal.
Hutan. Optimalisasi.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor: P.53/Menhut-11/2008
TENTANG
OPTIMALISASI PERUNTUKAN AREAL

HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

MENTERI KEHUTANAN,

bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) huruf c, Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan, Hutan Produks yang dapat Dikonvers (HPK)
merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan
untuk digunakan bagi  pengembangan  transmigradg,
permukiman, pertanian, dan perkebunan;

bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan terdapat pemegang
persetujuan pencadangan atau pelepasan kawasan hutan untuk
pengembangan  transmigras, permukiman,  pertanian,
perkebunan dan HPH-TC/TP yang menelantarkan arealnya;

bahwa berdasarkan kenyataan terdapat Hutan Produks yang
Dapat Dikonversi (HPK) yang berada dalam areal kerja lzin
Usasha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam
maupun Hutan Tanaman;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf ¢
maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
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Mengingat : 1.

Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi yang Dapat
Dikonversi (HPK);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), yang telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 4452);

Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
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Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P
Tahun 2007;

Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-11/1990,
Nomor 519/Kpts/HK.050/90, Nomor23-VII1-1990 tentang
Ketentun Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna
Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-11/2003
tentang Pedoman Evaluas Penggunaan Kawasan Hutan/Ex
Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Ussha Budidaya
Perkebunan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-11/2005
tentang Organisas dan Tata Kerja Departemen Kehutanan,
yang telah bebergpa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P. 15/Menhut-11/2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-11/2007
tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri Dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.11/Menhut-11/2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-11/2007
tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasll
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui
Permohonan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-11/2008;
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